
 

 

 
 

 
BUPATI PASURUAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 37 TAHUN 2017 

TENTANG 

PAKAIAN DINAS KHUSUS PADA DINAS PERHUBUNGAN 
KABUPATEN PASURUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI PASURUAN, 
 

bahwa dalam rangka pembinaan disiplin dan keseragaman serta 
ketertiban penggunaan pakaian dinas harian guna membangun 
identitas pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten 
Pasuruan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat 
dan pelaksanaan tugas operasional dan menindaklanjuti Surat 
Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 25 Tahun 2016 tentang 
Penggunaan Pakaian Dinas Harian Bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota 
di Seluruh Indonesia serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 
4 huruf g Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2016  
tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pasuruan, maka perlu menetapkan Pakaian Dinas 
Khusus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dengan 
Peraturan Bupati; 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
      Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5459); 

Menimbang : 

Mengingat   : 



 

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5887); 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 
2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 119); 

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 
1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia; 

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 
2009 tentang Hari Batik Nasional; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah 
dan Kepala Desa; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2016 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5135); 

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015 
tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Kementerian Perhubungan; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 156 Tahun 2016 
tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor; 



 

 

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69/ 
UM.606/Phb-85 tentang Tata Cara Pemakaian Lambang dan 
Logo Kementerian Perhubungan yang telah disempurnakan 
terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 
Tahun 1994; 

17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 tahun 2011 
tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 
2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur; 

18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pasuruan. 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS KHUSUS PADA 
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.   

3. Bupati adalah Bupati Pasuruan. 

4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan. 

5. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian dinas 
harian yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas. 

6. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah pakaian 
dinas harian yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bertugas 
sebagai petugas operasional Pengawasan dan Pengendalian di lapangan 
dilingkungan Dinas. 

7. Pakaian Dinas Upacara Khusus yang selanjutnya disebut PDUK adalah 
pakaian dinas yang digunakan pada saat-saat tertentu (saat khusus) oleh 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas. 

8. Tanda Kehormatan adalah semua jenis penghargaan negara berupa bintang 
dan satya lencana yang diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan 
Pemerintah. 

9. Atribut adalah semua jenis tanda pangkat, lencana, kualifikasi, tanda 
jabatan, papan nama, ikat pinggang, tanda pengenal (ID Card), penutup 
kepala ataupun tanda lainya yang disematkan di PDH dan/atau PDL 
maupun PDUK di lingkungan Dinas Perhubungan. 
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BAB II 
PAKAIAN DINAS 

Pasal 2 

Pakaian Dinas yang digunakan pada hari kerja terdiri atas : 

a. Pakaian Pria, terdiri dari : 

1. PDH, Kemeja lengan pendek berwarna putih dengan atribut lengkap 
digunakan oleh pegawai yang bertugas dibagian administrasi; 

2. PDH, Kemeja lengan pendek berwarna biru tua (dark blue) terbuat dari 
bahan blue jeans dengan atribut lengkap digunakan oleh penguji 
kendaraan bermotor yang bertugas di UPTD Pengujian Kendaran Bermotor; 

3. PDH, Kemeja lengan pendek berwarna biru langit dengan atribut lengkap 
digunakan oleh pegawai yang bertugas operasional/ lapangan; 

4. PDL, Kemeja lengan panjang berwarna biru langit dengan atribut lengkap 
digunakan oleh pegawai yang bertugas dibagian operasional/lapangan; 

5. PDUK, kemeja lengan panjang berwarna biru tua (dark blue) dengan atribut 
lengkap digunakan oleh pejabat tinggi pratama, administrasi dan 
pengawas; 

6. Celana panjang berwarna biru tua (dark blue); 

7. Dapat juga mengguakan rompi berwarna biru tua (dark blue). 

b. Pakaian Wanita, terdiri dari : 

1. Kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan atribut 
lengkap digunakan oleh pegawai yang bertugas dibagian administrasi; 

2. Celana panjang atau rok berwarna biru tua (dark blue); 

3. Dapat memakai Kerudung (Jilbab) dengan warna biru tua polos (dark blue); 

4. Dapat juga menggunakan rompi berwarna biru tua (dark blue). 

Pasal 3 

Penggunaan Pakaian Dinas Khusus pada Dinas Perhubungan Kabupaten 
Pasuruan adalah : 
a. Untuk Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana 

sebagai berikut : 

1. Hari Senin s/d Kamis, memakai Pakaian Dinas  Harian (PDH) warna Putih 
Biru; dan 

2. Hari Jumat, memakai Pakaian Batik lokal ciri khas daerah dan/ atau baju 
olahraga. 

b. Untuk pelaksana/personil pengawasan dan pengendalian lalu lintas setiap 
harinya menggunakan PDL sedangkan untuk personil terminal dan 
perparkiran sebagai petugas operasional/lapangan memakai PDH warna biru 
langit lengkap beserta atributnya; 
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c. Khusus untuk Penguji Kendaraan Bermotor saat melaksanakan tugas 
operasional setiap hari kerja menggunakan PDH; dan 

d. Model dan warna Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu 
kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
BAB III 

ATRIBUT 

Pasal 4 

(1) Atribut terdiri dari : 
a. Tanda unit organisasi Pemerintah Daerah dan Dinas; 
b. Badge logo Pemerintah Daerah dan Dinas; 
c. Nama pegawai dapat dibordir di baju atau rompi atau menggunakan 

papan nama (name tag); 
d. Lencana lambang perhubungan; 
e. Ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar 

lambang perhubungan; 
f. Tanda Jabatan; 
g. Tanda Pengenal pegawai (ID Card); 
h. Tanda Kehormatan; 
i. Lencana Keahlian dan/atau Lencana Kecakapan; 
j. Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan untuk kegiatan harian, lapangan 

dan upacara; dan 
k. Topi Pet/Topi Lapangan/Mut untuk kegiatan harian. 

(2) Lencana lambang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d, sebagai lambang tanda jabatan bagi Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat 
Administrator dan Pejabat Pengawas. 

(3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, digunakan oleh 
Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di 
lingkugan Dinas. 

(4) Bentuk, ukuran dan warna atribut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu 
kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
BAB IV 

KELENGKAPAN LAIN 

Pasal 5 

(1) Kelengkapan lain dari PDH, PDL dan PDUK yang digunakan oleh pegawai 
Dinas, antara lain sebagai berikut : 
a. Helm bagi pelaksana/personil pengawasan dan pengendalian lalu lintas 

dan Penguji Kendaraan Bermotor; 
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b. Kerudung (jilbab) dengan warna biru tua polos (dark blue); dan 
c. Sepatu warna hitam polos (tidak termasuk sepatu olah raga). 

(2) Bagi wanita yang menggunakan kerudung (jilbab), segala atribut tetap 
digunakan dan dapat terlihat dengan jelas. 

(3) Jenis, model, bentuk, warna dan atribut kelengkapan PDH, PDL dan PDUK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 6 

(1) Pengawasan pelaksanaan penggunaan PDH, PDL dan PDUK beserta atribut 
dan kelengkapan lainnya dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang. 

(2) Setiap pelanggaran terhadap penggunaan PDH, PDL dan PDUK beserta 
atribut dan kelengkapan lainnya, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.  

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 
 
 

  Ditetapkan di Pasuruan  
  pada tanggal 6 September 2017 

  BUPATI PASURUAN, 

                    ttd. 

  M. IRSYAD YUSUF 
Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 6 September 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 

           ttd. 

AGUS SUTIADJI 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 37 
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN 
      NOMOR    : 37   TAHUN      2017 
     TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2017 
 

BENTUK, UKURAN, WARNA, ATRIBUT KELENGKAPAN PDH, PDL DAN PDUK 
PAKAIAN DINAS KHUSUS PADA DINAS PERHUBUNGAN 

KABUPATEN PASURUAN 
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